
 

 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 10 TAHUN 2013  

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 37 TAHUN 
2009 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT 
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT DINAS DALAM BIDANG 
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 

 
BUPATI  KUDUS, 

  
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi 
penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas dalam 
bidang kepegawaian perlu mengubah  Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendelegasian 
Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan 
Keputusan dan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 37 Tahun  2009 tentang Pendelegasian Wewenang 
dan Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan 
Surat Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kudus;  
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah ; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ; 
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  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 
 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tantang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) ; 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 32, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4193) ; 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4019) ; 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;  
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 
 

  11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 
Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil; 

 
  12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil ; 

 
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115) ; 

 
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 116) ; 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 117) ; 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 118) ; 

 
17. Keputusan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun  2003 tentang 

Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat 
Penandatanganan Naskah Dinas Perangkat Daerah 
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2003 Nomor 19) ; 
 

18. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah 
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah 
Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2003 Nomor 39) ; 

 
  19. Keputusan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun  2003 

tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian 
Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Perangkat 
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2003 Nomor 19) ; 

 
  20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun  2009 tentang 

Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat 
Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas Dalam 
Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2009 Nomor 37) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 
Tahun  2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan 
Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan 
Surat Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2012 Nomor 37); 

   

MEMUTUSKAN  : 
   
Menetapkan  : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN 
WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT 
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT DINAS 
DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS. 
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 Pasal  I 

 

Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009 
tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat 
Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas Bidang 
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus 
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 37) 
sebagaimana diubah  dengan Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009 tentang 
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat 
Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas Bidang 
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus 
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 37) 
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

 

   

Pasal  II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

   

  Ditetapkan di Kudus 

pada tanggal 15 April 2013 

 

 

BUPATI  KUDUS, 

 

ttd. 

 

M U S T H O F A 

   

Diundangkan di Kudus 

pada tanggal 16 April 2013 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 
 
     ttd. 
 
 
                       NOOR YASIN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 10 
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